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ABSTRAK

Program yang digarap penguasa untuk mengakhiri persoalan penggelapan dan kekurangan pupuk
bersubsidi adalah Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi lewati Kartu Tani yang dijawab menurut
Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Desa Oro-Oro Ombo Kota apel (Panderman 1)
menggunakan tes Kartu Tani menurut jawaban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota apel Provinsi
jatim Tahun 2020. Maksud dari kupasan ini adalah untuk membedah implementasi kebijakan program kartu
tani dalam pendistribusian pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani di Desa Oro-Oro Ombo (Panderman 1)
Kota Batu. pusat dari kupasan ini meliputi variabel yang merajai implementasi kebijakan berdasarkan,
wacana, faktor produksi Pelaksana,tempat dan tatanan organisasi. Topik kupasan ini berlangsung dari
pemangku Kartu Tani dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota apel , PPL Desa, Ketua Kelompok Tani,
juragan kios resmi pupuk bersubsidi, penerima Kartu Tani. cara penimbunan petunjuk yang dipakai
berbentuk tanya jawab, pemeriksaan, dan penyimpanan. buatan dari ulasan ini membuktikan Implementasi
Kebijakan Program Kartu Tani dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi usai mencukup baik, tetapi butuh
arahan eksklusif tentang penanam yang belum menangkap menguntukan kartu tani ketika membeli pupuk
bersubsidi.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tarikh masa, membuat kemajuan pemahaman dibantu lewat sarana pada beraneka disiplin.
menuntut penguasa jangan membawahkan penduduk saat pengelolaan jiwa semua. Dengan
demikian peran penguasa tidak hilang begitu saja, tapi harus dapat menambah peran-peran
tertentu, salah satunya membangun keunggulan kompetitif di negara tersebut. (Nugroho 2006:22).
Melihat perkembangan fenomena yang terjadi, disebabkan karena perkembangan wawasan serta

teknologi yang membuat kebutuhan semakin meningkat.

Demikian pula fenomena wawasan yang terus mengalami perkembangan, mengiringi
keperluan dalam universalan ini. Kebijakan pada umumnya untuk memecahkan atau menjawab
masalah dan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat. Kebijakan publik adalah seluruh
proses aktivitas yang menjadi acuan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat sasaran. Dengan
adanya kebijakan bisa menjawab semua persoalan pada kehidupan bermasyarakat (Langkai,
2020:31). Makmur (2016:36) implementasi adalah pemikiran, tindakan yang direncanakan secara
baik dan rasional yang bertujuan untuk ketertiban dan mewujudkan cita-cita bersama.

Sementara wujud desain penguasa tersedia nusantara halnya yaitu ketetapan, Kepres, permen,
Perda, Pardes atau PerRT. Strategi umum di nusantara sangatlah banyak tersangkut total penguasa,
total penduduk yang mengikuti strategi dan total masalah yang menarik mengasyikan umum dan
akan digarap oleh penguasa tercatat.

Kota batu merupakan kota dengan lahan pertanian yang luas dan perkembangan pertanian yang
bagus. Dalam memenuhi kebutuhan petani, petani membutuhkan pupuk untuk penyuburan

tanaman namun petani kesulitan dalam mendapatkan pupuk. Yang menjadi masalah adalah sistem



yang ada belum berjalan seperti yang diharapkan dan terjadi kelangkaan pupuk tidak tepat tempat,
harga d atas ketentuan (Chakim. 2019. Jurnal Pangan. Vol 28 No 3).

Pada media Online Jatim Now.com, edisi 16 September 2020 menerangkan bahwa dalam
pengimplementasian penggunaan kartu tani di kawasan jatim individual Kota apel, berjumpa
kerusakan yang dialami yaitu Gabungan Kelompok Tani (Gapotan) atau Kelompok Tani (Poktan)
Kota apel mengaku masih kesulitan untuk menggunakan kartu tani yang mereka dapat dari
Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Kota apel.

Permasalahan kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah terhadap masyarakat Kota apel,
membuat kepedulian primer pengkaji. Asal mula itu pengkaji terdorong buat memenuhi kajian
Tentang “Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani dalam Pendistribusian Pupuk

Bersubsidi (Studi di Dinas Pertanian Kota Batu)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Dengan cara apa tindakan strategi rencana Kartu Tani dalam pendistribusian pupuk bersubsidi
di Kota Batu?

2. Dengan cara apa variabel pengikut dan penghalang petani dalam tindakan rencana Katu Tani

di Kota apel?

1.3. Tujuan Penelitian
1. Akan mengenal tindakan program Kartu Tani dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota
apel

2. Dengan cara apa variabel pengikut dan penghalang cara desain Program Kartu Tani Kota Batu



1.4. Manfaat Penelitian

a. keuntungan buat menaikan pandangan kepada pengarang dan orang lain

b. buat rakyat, bahan berita buat penduduk untuk mengenal strategi Dinas Pertanian kepada
Program Kartu Tani dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

c. Buat penguasa, kajian ini menguntungkan penguasa mengetes ulang strategi dan menetapkan

di rakyat.
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